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Insentil perpajakan ditingkatkan untuk meringankan beban masvarakat dan dunia usaha.
kebijakan ini akan dievaluasi apakah hasilnyva benar benar tepat sasaran,

JAKARTA, KOMPAS — Pemenintah
dan DPR telah resmi menge-
sahkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 2024 alias
kebijakan APBN terakhir Pre-
siden Joko Widodo, Di tengah
dinamika tahun politik, strategi
Mengejar  penerimaan negarm
akan diterapkan tanpa meng
ganggu dunia usaha dan daya
beli masvarakal. Kucuran in-
sentif perpajakan pun dinaik-
kan di akhir masa jabatan.

APBN 2024 yang disahkan
dalam rapat paripurna DPR,
Kamis (21/92023), mematok
target penerimaan perpajakan
Rp 23098 triliun. Nilai itu ter-
dirt atas penerimaan pajak Rp
L9889 triliun serta penerimaan
kepabeanan dan cukai Rp 3209
trilium.

Akibat perubahan
asumst dasar makro yang di
dorong gejolak harga minyak
global dalam scbulan terakhir,
target penerimaan perpajakan
naik Bp 2 triliun dari usulan
awal pemerintah, Target pene-
rimaan perpajakan untuk tahun
depan itu juga lebih tinggi Kp
1909 triliun dibandingkan de

adanya

an tahun
n

ngan ouflook penerim:
ini, atau tumbuh 9 per

Dalam Buku Nota Keuangan
RAPEN 2024, pemerintah me-
nyatakan bahwa upaya menge-
jar target pencrimaan perpa-
jakan akan menghadapi tan-
tangan, khususnya akibat tren
perlambatan  ekonomi - global
dan volatilitas harga komoditas
utama. Meski demikian, peme-
rintah memilih tetap berhati-
hati dalam mengejar target se-
toran pajak.

Mentern Keuangan Sr Mul
vani mengatakan, strategi op-
timalisasi untuk mencapai tar
get penerimaan tahun depan
akan dilakukan dengan tetap
menjaga keberlanjutan dunia
usaha, dava beli masvarakat,
dan aspek keadilan

"Rasio perpajakan akan terus
ditingkatkan  dengan tetap
menjaga  iklim  investasi i
tengah gejolak ckonomi global
dan fuktuasi harga komoditas,”
katanya dalam rapat paripurna
pengesahan RAPBN 2024 di
Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta,

Seiring dengan hal itu, meski

kerap dikritik karena berpoten-
st mengurangi pendapatan ne-
gara, belanja perpajakan alias
insentif perpajakan akan diting-
katkan untuk meringankan be-
ban masyarakat dan dunia usa-
ha. Dalam APBN 2024, peme
rintah menetapkan nilai belanga
perpajakan sebhesar Bp 3745 tri-
lun. Angka tersebut menjadi
vang tertinggi dalam lima tahun
terakhir.

Sebagai perbandingan. nilai
insentif perpajakan terus me-
ningkat dari tahun ke tahun
Pada tahun 2023, nilai belanja
perpajakan adalah Rp 3528 tri-
liun, naik dari Rp 3235 triliun
pada tahun 2022, Rp 310 triliun
pada tahun 2021, Rp 246,5 tri-
liun pada 2020, dan Rp 2003
triliun pada 2019 Kenaikan Ler-
besar terjadi saat periode pan-
demi Covid-19,

Terus bertambah

Menurut Sri Mulyani, nilai
belanja perpajokan akan terus
bertambah seiring dengan arah
pertumbuhan ckonomi  tahun
2024, Insentif perpajakan me-
rupakan  bentuk  penggunaan

instrumen pajak untuk meme-
nuhi aspek keadilan,

“Belanja perpajakan ini yang
mentkmati mayoritas  adalah
masvarakat banvak. Ini untuk
mendukung kes n dan
mendorong pertumbuhan eko-
nomi,” katanya,

Nilai belanja perpajakan ter-
besar diarahkan untuk pening-
katan kesejahteraan masyara-
kat, vaitu Hp 1848 triliun atau
mencakup 50 persen. Sisanya,
untuk  pengembangan  usaha
mikre, kecil, dan  menengah
(UMEM) sebesar Rp 795 tri
liun (21,2 persen), dukungan
bagi dunia hisnis Rp 498 triliun
(132 persen), dan untuk pe-
ningkatan iklim investasi Rp
604 triliun (6.0 persen),

Scktor usaha vang menurul
rencana paling banyvak menda-
pat insentif perpajakan adalah
industri pengolahan, ni Rp
88.6 triliun, disusul scktor per-
tanian, kehutanan dan perikan-
an sebesar Bp 5003 triliun, serta
jasa keuangan dan asuransi se-
besar Rp 489 triliun. Porsi alo-
kasi prioritas itu tidak berubah
selama lima tahun terakhir,

Menurut Kepala Badan Ke-
bijakan Fiskal Kementerian Ke-
uangan Febrio Kacaribu, setiap
tahun, pemerintah merekam
realisasi belanja perpajakan de-
n detail untuk mengevaluasi
kebijakan 1tu secara terukur
“Kita ook apakah kebijakan ini
sudah benar-benar sesuai tu-
Juan, yvakni transformasi cko-
nomi dan  kesejahteraan ma-
svarakat,” katanya

Namun, peneliti pajak dari
Center for Indonesia Taxation
Analysis Fajry Akl menilai
insentif  perpajakan  idealnya
pelan-pelan dikurangi. Jika pe-
merintah  ingin meringankan
beban  masyarakat  berpenda-
patan rendah, hal itu bisa di-
lakukan lewat bantuan  lang-
sung vang lebih lepat sasaran
tanpa harus merugikan pene-
AN Negar,

“Tetapi, balik lagi, sckarang
tahun politik, schentar lagi pe-
milu. Terlalu riskan kalau pe-
merintiah harus mengeluarkan
kebijakan yang merevisi insen-
tif pajak. Inmi perlu komitmen
dari presiden  selanjutnya,”
ucap Fajry. (AGE)




